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RINGKASAN

Pengelolaan terhadap tanah merupakan mandat konstitusi sebagaimana makna
kemakmuran dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)
dimana sumber-sumber kekayaan bangsa harus mampu mewujudkan kemakmuran
bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini kemudian menjadi
landasan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang didalamnya memberikan
kemungkinan bagi negara untuk memberikan hak atas tanah kepada perseorangan
dan badan hukum sesuai dengan keperluannya. Bila dicermati maksud mandat
konstitusi tersebut juga termasuk apa yang sekarang kita kenal dengan reforma
agraria. Program yang dicanangkan pemerintah yaitu reforma agraria berupa
legalisasi aset yang khususnya dalam hal ini adalah disertipikatkannya tanah
melalui program redistribusi tanah. Program reforma agraria di era pemerintahan
sekarang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektar

Tujuan penelitian ini untuk : 1) Untuk menganalisis apakah negara berhak
untuk melarang peralihan hak sertipikat redistribusi tanah. 2). Untuk menganalisis
apakah peralihan hak terhadap tanah obyek redistribusi tanah dapat dibenarkan
secara hukum.

Sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 Perpres nomor 32 tahun 2023 pada

angka 1 menyebutkan “Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur
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penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan
melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Konsep hak
milik sebagai hak pribadi yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi dalam konteks
redistribusi tanah ini dihadapkan dengan hak negara terhadap tanah tersebut yang
erat kaitannya dengan Hak Menguasai atau Hak Menguasai Negara (HMN) sebagai
satu-satunya hak kebendaan yang secara eksplisit diberikan oleh Konstitusi kepada
negara Indonesia.

Kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut : 1. Negara berhak untuk
memberikan larangan peralihan hak terhadap tanah yang telah bersertipikat hasil
dari obyek redistribusi tanah yang terdapat pada ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan
Reforma Agraria mengatur bahwa: “Dalam hal Subjek Reforma Agraria: a.
mengalihkan hak atas TORA; atau b. Mengalihfungsikan TORA, wajib
mendapatkan izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanahan melalui kepala kantor wilayah badan pertanahan setempat. 2. Kewajiban
persetujuan kepala kantor pertanahan terlebih dahulu atas peralihan hak terhadap
tanah obyek redistribusi tanah dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai aturan
dalam ketentuan pasal 173 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata
Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah yang mengatur bahwa Izin
Peralihan Hak Atas Tanah diterbitkan oleh pejabat yang menerbitkan keputusan

pemberian haknya untuk setiap perbuatan hukum



Nadya Rizkyta Sari. 2024. LARANGAN PERALIHAN HAK
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OBYEK REDISTRIBUSI. Program Magister Hukum, Program Pasca
Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr.
Achmad Faishal, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj.
Erlina,S.H., M.H. 86 halaman.

ABSTRAK
Kata Kunci : Larangan Peralihan, Hak Kepemilikan Tanah, Redistribusi

Tujuan penelitian ini untuk : 1) Untuk menganalisis apakah negara berhak untuk
melarang peralihan hak sertipikat redistribusi tanah. 2). Untuk menganalisis apakah
peralihan hak terhadap tanah obyek redistribusi tanah dapat dibenarkan secara
hukum.

Dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini perlu digunakan prosedur yang
tepat guna mendapatkan data yang sesuai sehingga masalah tersebut dapat
dipecahkan. Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library
research) dimana penulis menggunakan sumber-sumber bahan hukum utamanya
dalam hal ini peraturan perundang-undangan, buku-buku maupun jurnal terkait
dengan cara menginventarisir bahan hukum tersebut kemudian menganalisa dan
mencari titik keterkaitan antara satu dengan lainnya.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Negara berhak untuk
memberikan larangan peralihan hak terhadap tanah yang telah bersertipikat hasil
dari obyek redistribusi tanah yang terdapat pada ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan
Reforma Agraria mengatur bahwa: “Dalam hal Subjek Reforma Agraria: a.
mengalihkan hak atas TORA; atau b. Mengalihfungsikan TORA, wajib
mendapatkan izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanahan melalui kepala kantor wilayah badan pertanahan setempat. 2. Kewajiban
persetujuan kepala kantor pertanahan terlebih dahulu atas peralihan hak terhadap
tanah obyek redistribusi tanah dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai aturan
dalam ketentuan pasal 173 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata
Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah yang mengatur bahwa Izin
Peralihan Hak Atas Tanah diterbitkan oleh pejabat yang menerbitkan keputusan
pemberian haknya untuk setiap perbuatan hukum.
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ABSTRACT
Keywords: Prohibition of Transfer, Land Ownership Rights, Redistribution

The aims of this research are: 1) To analyze whether the state has the right to prohibit
the transfer of land redistribution certificate rights. 2). To analyze whether the transfer
of rights to land as the object of land redistribution can be legally justified.

In solving problems in this research, it is necessary to use appropriate procedures to
obtain appropriate data so that the problem can be solved. Therefore, this research
uses library research where the author uses sources of legal materials, especially in
this case legislation, books and related journals, by taking an inventory of the legal
materials, then analyzing and looking for points of connection between each other.
other.

The results of the research can be concluded as follows: 1. The state has the right to
prohibit the transfer of rights to land that has been certified as a result of the land
redistribution object contained in the provisions of Article 22 paragraph (2) of
Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning the Acceleration of
Implementation of Agrarian Reform which regulates that: “In terms of the subject of
Agrarian Reform: a. transfer rights to TORA; or b. To change the function of TORA,
it is mandatory to obtain permission from the minister who handles government affairs
in the land sector through the head of the regional office of the local land agency. 2.
The obligation to obtain prior approval from the head of the land office for the transfer
of rights to land as the object of land redistribution can be legally justified because it
complies with the rules in article 173 paragraph (1) letter d Regulation of the Minister
of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number
18 of 2021 concerning Procedures for Determining Management Rights and Land
Rights which regulate that the Land Rights Transfer Permit is issued by the official
who issues the decision to grant the rights for each legal act.
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